
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan 
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2007 tentang 
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabu paten Pemalang, 
menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum 
dapat menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah atau Rumah Dinas bagi Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka kepada yang 
bersangkutan dibcrikan tunjangan dalam bentuk uang dan 
dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan asas 
kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga 
setempat yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati; 

b. bahwa sesuai dcngan situasi dan kondisi perekonomian 
dewasa ini, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 
Tahun 2015 ten tang Tunjangan Perumahan Bagi Wakil 
Ketua dan Anggora Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Pernalang perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali 
Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Pemalang; 

BUPAT! PEMALANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG 

TE!\'TANG 

PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR S TAHUN 2015 

BUPATI PEMALANG 
PROVINS! JAW A TENG AH 



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438)~ 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5316); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun '.2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 
2007 tentang Kecludukan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 
10); 

. . 



(1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan 
setiap bulan terhitung mulai bulan .Ianuari 2016. 

(2) Bagi Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pemalang diberikan 
kepada yang bersangkutan terhitung mulai bulan berikutnya setelah 
pengucapan sumpah/janji. 

Pasal 3 

Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 
Pemalang di tetapkan se bagai beriku t : 
a. Ketua sebesar Rp. 11.800.000, 00/orang/bulan; 
b. Wakil Ketua sebesar Rp. 9.500.000, 00/orang/bulan; 
c. Anggota sebesar Rp 7.250.000, 00/orang/bulan. 

Pasal 2 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang. 
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil Ketua 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang. 
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota 

DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Pemalang. 

4. Tunjangan perumahan adalah salah satu tambahan penghasilan bagi 
Pimpinan dan Anggota DPRD karena tidak mendapatkan fasilitas rumah 
dinas dan kelengkapannya. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Pemalang. 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN 
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN PEMALANG. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 
13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 
Tahun 2010 Nomor 11); 
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BUDHIRAHARDJO 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PEMALANG, ,-- 

Diundangkan di Pemalang 
pad a tanggal I , I ).. - l r 

--- _Kasubbag 
fil -~f---+------f-----+--~--- 

' - .J. --+----'-----''------'---'----'---''---- 

Sekda Sekwan Ka bag 

Ditetapkan di Pemalang 
-- ada tanggal 1 , , :.l :J - .: 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcrnerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Pemalang. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang 
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 5 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pemalang. 

Pasal 4 


